
BUPATI PONOROGO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR 75 TAHUN 2019 

TENTANG 

[ SALINAN ) 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO �OMOR 9 TAHUN 2017 
TENTANG PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BAHA!N PANGAN LAIN 

KABUPATEN PONOROGO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHl ESA 

BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa untuk mendukung kelanoaran pelaksanaan tata
kelola administrasi keuangan patl

1

1 a Program Pembelian
Gabah/Bahan Pangan Lain Ka bu paten Ponorogo
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo
Nomor 9 Tahun 2017, perlu dilakuk�n penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, maka perlu menet,pkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
9 Tahun 2017 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan
Pangan Lain Kabupaten Ponorogo;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambah.an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotaprc1.ja Surabaya & Dati II
Surabaya dengan mengubah Und,ang-undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor227, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 '(ahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangJ Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara RJpublik Indonesia Nomor5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentangKetahanan Pangan (Lembaran NegF1ra Tahun 2002 Nomor142, Tambahan Lembaran Neg�ra Republik IndonesiaNomor 4254); Q\ 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahat antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, da Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tamb]lhan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Le!f1baran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta,ng Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukl.lm Daerah (Serita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor120 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProduk Hukum Daerah (Serita Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian selaku Ketua Dewan KetahananPangan Nomor : 71/Permentan/PP.200/ 12/2015 PedomanHarga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas olehPemerintah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Pertanian selaku Ketua Dewan Ketahanan PanganNomor : 03/Permentan/PP.200/3/2017 tentang PerubahanKetiga Atas Peraturan Menteri Pertanian selaku KetuaDewan Ketahanan Pangan Nomor 1 71/Permentan/PP.200/12/2015 Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras diLuar Kualitas oleh Pemerintah;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2006
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2006 Nomor 2);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi
Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016
Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahuri 2017 tentang
Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain Kabupaten
Ponorogo (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 201 7
Nomor 11);

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUB1HAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PONOROGO NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG 
PROGRAM PEMBELIAN GABAH/BfJ.HAN PANGAN LAIN 
KABUPATEN PONOROGO. I 

Pasall 
Ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3) pada Pasal 8 Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain 
Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 11), 
sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 
(1) Apabila dalam hal penggunaan pengelolaan dana, Lerr;ibaga Pembeli

Gabah/Bahan Pangan Lain melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan
kerugian maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga yang
bersangku tan.

(2) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga tetap wajib
mengembalikan sejumlah dana yang diterima pada saat jatuh tempo dan
penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama semua Lembaga Peserta
Program Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain.

(3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan (setelah jatuh tempo) dan
setelah diberi beberapa kali peringatan serta belum ada penyelesaian, maka
jaminan investasi non permanen yang ada, akan diserahkan ke Balai Lelang
atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan
proses eksekusi jaminan dengan proses dan tata cara �esuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



-4-Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p€ngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 29 Juli 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, 

TID. AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 29 Juli 2019 
BUPATI PONOROGO, 

H. !PONG ::1HL1SSONI

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 75. 
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM/SEKRETARIAT DAERAH 

TIYAWAN S.H. 
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